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ABSTRAK 
WAHYU ARUMA CITRANINGTYAS, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, 
Universitas Brawijaya, September 2012,Implementasi Pasal 19 Undang-Undang No 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Jasa Laundry Atas Kerugian Konsumen ( Studi pada Pelaku Usaha Jasa Laundry di 
Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Indrati, S.H., M.S, 
Djumikasih, S.H., M.H 
 
Persaingan antara pelaku usaha jasa laundry yang semakin tidak dapat dihindari 
ketika jumlah pelaku usaha jasa laundry meningkat dari waktu ke waktu. Orientasi untuk 
mendapatkan keuntungan adalah  hal yang wajar karena hal itu merupakan salah satu daya 
tarik ketika seseorang hendak mendirikan usaha ini. Tetapi akan menjadi masalah ketika 
usaha untuk meraih keuntungan ini dilakukan dengan mengabaikan kepentingan konsumen, 
dan menimbulkan kerugian pada konsumen. 
Bentuk-bentuk kerugian yang ditanggung oleh konsumen pengguna jasa usaha 
laundry adalah pada tahap pra transaksi konsumen terjadi pelanggaran terhadap hak 
konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketentuan yang ditetapkan oleh 
pelaku usaha jasa laundry, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen untuk dilayani atau 
diperlakukan secara benar dan jujur, kerugian konsumen akibat kelalaian pelaku usaha jasa 
laundry,kerugian konsumen akibat kelalaian pelaku usaha jasa laundry.Bentuk tanggung 
jawab pelaku usaha pada konsumen adalah dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi 
kepada konsumen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku 
dalam nota pembayaran dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghindari kerugian. Sebagian 
besar pelaku usaha menetapkan besarnya ganti rugi sebesar 10%  dari biaya laundry. 
Maka hendaknya konsumen pengguna jasa laundry lebih bersikap kritis, baik pada 
masa pra transaksi,masa transaksi maupun masa purna transaksi. Perlu adanya sosialisasi 
yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan mengenai Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen ini, agar para pelaku usaha mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, 
begitu juga konsumen. 
 
Kata Kunci: perlindungan konsumen, pelaku usaha, konsumen, tanggung jawab 
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ABSTRACT 
 
 
WAHYU ARUMA CITRANINGTYAS, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, 
Universitas Brawijaya, September 2012,Implementasi Pasal 19 Undang-Undang No 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Jasa Laundry Atas Kerugian Konsumen ( Studi pada Pelaku Usaha Jasa Laundry di 
Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Indrati, S.H., M.S, 
Djumikasih, S.H., M.H 
 
 
Competition between the businesses is increasingly laundry services can not be 
avoided when the amount of laundry services businesses increased from time to time. 
Orientation for profit is normal because it is one of the attractions when someone is about to 
start a business. But it will be a problem when the business for profit is done by ignoring the 
interests of consumers, and cause harm to the consumer.  
The forms of losses incurred by the consumer laundry business service user is at the 
stage of pre-consumer transactions violation of the rights of consumers to get clear 
information about the terms defined by the business laundry services, a violation of the rights 
of consumers to be served or treated properly and honestly, consumer loss due to negligence 
laundry services businesses, consumer loss due to negligence laundry services businesses. 
Form of responsibility on the consumer businesses is to provide compensation or redress to 
consumers as defined in the standard contract. Standard contract in the memorandum of 
payments made by businesses to avoid losses. Most businesses determine the amount of 
compensation of 10% of the cost of laundry .  
So consumers should be more laundry service users was critical, both in the pre-
transaction, transaction or time period after the transaction. Need for socialization by the 
parties concerned about the Consumer Protection Act, the order of business actors to 
understand what their rights and duties, as well as consumers. 
 
Keywords ; protection of consumers, businesses, consumers, responsibility 
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A. Pendahuluan 
 
Dewasa ini tampak aktivitas perekonomian yang sangat dominan 
dilakukan  masyarakat adalah kegiatan perdagangan yang meliputi jual beli 
barang, sewa menyewa barang dan jasa terus menerus yang dicirikan dengan 
adanya tujuan pengalihan hak milik atau pemberian hak pakai maupun  
penerimaan suatu imbalan atau kompensasi. 
Jenis usaha jasa salah satu kegiatan bisnis yang sekarang ini banyak 
berkembang pesat dan sangat diminati oleh para pelaku usaha . Saat ini terdapat 
beraneka ragam bentuk usaha jasa, seperti jasa persewaan atau rental computer , 
jasa konsultan, jasa angkutan, jasa pencucian pakaian ( laundry), dan sebagainya.  
Dalam dunia usaha, perusahaan-perusahaan jasa tersebut memegang 
peranan penting dalam memperlancar dan membantu pengembangan usaha. 
Salah satu bidang usaha jasa yang relative baru tetapi sudah sangat 
memasyarakat adalah jasa pencucian  pakaian (laundry). Pada saat ini perusahaan 
laundry berkembang sangat pesat di berbagai kota ,salah satunya di Kota 
Malang,karena di Kota Malang terdapat banyak Perguruan Tinggi, sehingga 
banyak penduduk yang tinggal disana. 
 Sepanjang jalan pendek yang berjarak 500 meter saja sudah dapat 
menjumpai sekitar empat tempat laundry. Tarif laundry tersebut rata-rata Rp 
3000/kg. Karena semakin banyak bisnis laundry yang muncul maka pengelolanya 
pun mencoba bersaing dengan bermacam cara. Ada yang menawarkan sistem 
antar-jemput, diskon, sistem paket bulanan, ada yang memberi bonus 10 kali cuci 
gratis 1 kali cuci. Usaha jasa laundry ini sangat bermanfaat bagi banyak orang, 
terutama mahasiswa. Karena dapat meringankan beban pekerjaan rumah 
mahasiswa yang semula mencuci pakaian dikerjakan sendiri menjadi tidak dengan 
adanya jasa laundry, selain itu juga lebih efisien dan hemat tenaga.  
Menurut pelaku usaha jasa laundry yang ada di Kelurahan Sumbersari 
bukan hanya mahasiswa saja yang menjadi konsumen usaha jasa laundry, wanita 
karier pun yang mempunyai waktu terbatas dan susahnya mendapat pembantu 
akan menggunakan usaha jasa laundry sebagai solusi untuk meringankan 
pekerjaan rumah tangganya . 
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Pengelolaan yang tidak terlalu sulit, biaya yang relative murah dan dengan 
perhitungan untung yang akan didapatkan menyebabkan usaha jasa laundry 
banyak diminati oleh banyak pelaku usaha. Persainganpun tidak dapat dihindari 
ketika jumlah usaha jasa laundry semakin meningkat dari waktu ke waktu. 
Semakin meningkatnya pelaku usaha jasa laundry ini dengan kualitas dan 
kwantitasnya, masyarakat berhak untuk mendapatkan kepastian atas mutu jasa 
yang diperoleh laundry  baik kalangan menengah maupun kalangan bawah. 
Prioritas utama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya 
dari pelaku usaha jasa laundry merupakan hal yang wajar karena itu merupakan 
salah satu daya tarik ketika seseorang ingin mendirikan usaha jasa laundry. Tetapi 
hal itu menjadi suatu masalah ketika usaha untuk meraih keuntungan itu 
dilakukan dengan mengabaikan kepentingan konsumen. Kesejahteraan 
masyarakat sebagai konsumen, terutama konsumen jasa laundry ,oleh karena itu 
harus dijamin dengan adanya suatu ketentuan tersendiri. 
Mengenai hal ini pemerintah mengeluarkan suatu ketentuan yaitu Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini 
penulis mencoba menerapkan Undang-Undang ini pada jasa bisnis 
laundry,sebagaimana telah dicantumkan pada Undang-Undang tersebut pada 
Pasal 19 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 yakni tentang Tanggung Jawab 
Pelaku Usaha. Dalam Undang-Undang ini, diatur beberapa hal penting mengenai 
tanggung jawab pelaku usaha untuk dapat mempertanggung jawabkan 
kelalaiannya terhadap konsumen. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah 
dapat diperjuangkan dengan sumber hukum yang legitimite. 
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen diatur beberapa hal penting mengenai tanggung jawab pelaku usaha 
untuk dapat mempertanggung jawabkan kelalaiannya terhadap konsumen.  Seiring 
dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan sumber 
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hukum yang legitimite. Secara umumpun kemudian dikenal adanya empat hak 
konsumen yang sifatnya universal, yaitu
1
: 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan 
2. Hak untuk mendapatkan informasi 
3. Hak untuk memilih 
4. Hak untuk didengar 
Keempat hak tersebut kemudian diadopsi dalam pasal 4 Undang- Undang No. 8 
Tahun 1999. Undang- Undang tersebut mengatur hak-hak konsumen antara lain : 
1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ; 
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang 
dan/jasa; 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya ats barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlidungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak   sebagaimana mestinya; 
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya
2
 
 
                                                          
1 President kenedy’s 1962 Consumer’s Bill Of Rights terdiri dari tujuh hak, yaitu : (1) the rights to 
safety, (2) to honesty, (3) to fair agreements, (4) to know, (5) to choose, (6) to privacy , (7) to be heard dalam 
pidato kenegaraannya pada tahun 1962, dikutip dari shidarta , Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 
PT. Grasido, Jakarta,2000, hal 16. 
2
 Lihat Hak-Hak Konsumen, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan 
Konsumen. 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir dilatar belakangi oleh 
adanya fenomena bahwa sampai saat ini konsumen masih banyak dirugikan, baik 
terhadap barang, dan jasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Negara-negara 
berkembang, kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen terasa tidak 
seimbang, dimana pelaku usaha memiliki bargaining power yang lebih besar 
dibandingkan dengan konsumen. Kondisi demikian ini lebih diperparah lagi 
dengan ketidaktahuan konsumen akan hak-haknya terhadap barang dan/atau jasa 
yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sehingga, dalam konteks inilah maka 
relevansi  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
semakin terasa. 
 
B. Masalah 
Dari pernyataan diatas dapat ditemukan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha laundry apabila konsumen 
mengalami kerugian atas jasanya? 
2. Apa hambatan yang dialami pelaku usaha jasa laundry dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya terhadap konsumen? 
 
 
C. Metode 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hokum empiris. 
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan 
yuridis sosiologis. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan ( data 
sekunder), juga berdasarkan fakta dilapangan ( data primer) terkait perlindungan 
konsumen. Maksud dari metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 19 No 8 Tahun 1999 
UUPK serta dikaitkan dengan teori-teori hokum dengan melihat realita yang 
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel 
dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. 
Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif analisis untuk 
menganalisa data primer, yaitu dengan menggabungkan semua data yang 
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diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan segala informasi yang diperoleh 
dari responden serta literature-literature yang ada, kemudian dilakukan analisa 
kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan 
yang ada. Sedangkan untuk data sekunder digunakan metode analisa isi , dari hasil 
penelitian diharapkan akan diperoleh kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. 
 
D. Pembahasan 
 
Kehadiran pelajar dan mahasiswalah yang membuat kota Malang hidup 
dan dinamis. Mereka merupakan konsumen dari fasilitas budaya, rekreasi, serta 
turut berkontribusi terhadap pembuatan dan pemeliharaan fasilitas tersebut. 
Mereka yang membangkitkan kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggal 
dan kampusnya. Tidak heran jika kemudian banyak didirikan warung-warung 
makanan,usaha tempat kost, fotocopy, warnet, bahkan jasa usaha laundry marak 
di Malang. Inilah yang menggerakkan perekonomian Malang. Salah satu 
kelurahan di Malang yang paling padat mahasiswa adalah Kelurahan Sumbersari 
Kecamatan Lowokwaru. Dilihat dari letak kelurahan ini memang sangat strategis 
karena berada diantara dan dekat dengan beberapa Perguruan Tinggi diantaranya 
Universitas Brawijaya , Institut Teknologi Nasional (ITN), Universitas Negeri 
Malang (dulu IKIP Malang), Universitas Muhammadiyah , dan Universitas Islam 
Malang 
Arus lalu lintas juga terkenal sangat padat di kelurahan ini, karena 
merupakan jalur untuk lalu lintas pelajar-mahasiswa dan juga salah satu jalur 
penghubung antara terminal antar kota Arjosari dengan terminal Landungsari . 
Pada usaha jasa laundry umumnya kelompok tidak mendaftarkan 
perusahaannya pada kelurahan setempat atau tidak ijin untuk mendirikan 
perusahaannya, karena mereka menganggap usahanya tersebut hanyalah usaha 
rumahan atau usaha kecil.  
Mereka juga tidak membutuhkan modal yang besar untuk mendirikan 
usaha laundry ini. Mereka hanya membutuhkan cara bagaimana agar usaha 
laundry mereka dapat menarik perhatian konsumen. Misalnya dengan memasang 
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reklame yang mereka tempel pada tempat umum, atau memasang papan reklame 
yang dapat menarik perhatian konsumen. 
Letak usaha laundry  ini sering kita jumpai di pemukiman penduduk, 
seperti didepan komplek perumahan, didaerah asrama atau kost mahasiswa, atau 
berada dipinggir jalan utama. Usaha laundry ini banyak didirikan karena termasuk 
jenis usaha yang mudah dikelola dan tidak memakan modal yang besar. 
 Istilah laundry sendiri merupakan alih bahasa dari Inggris yang artinya 
penatu, binatu, pakaian kotor,cucian. Sementara terdapat istilah lain seperti, 
Launder ; mencuci, Laundered ; menyuruh mencucui, Laundress ; tukang cuci. 
Dengan adanya perusahaan jasa usaha laundry ini telah banyak membantu 
masyarakat sekitar untuk meringankan pekerjaan mereka. Biaya yang terjangkau 
menjadikan mereka bergantung pada perusahaan laundry ini. Memang masalah 
efisiensi waktu teratasi namun masalah pun juga muncul seperti konsumen 
mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dalam proses penglaundryan. 
Bentuk kerugian yang sering kali dialami oleh konsumen adalah karena 
adanya cacat barang konsumen, hilangnya barang konsumen atau tertukarnya 
barna konsumen dengan barang konsumen lainnya.  
Pada prinsipnya para pelaku usaha menginginkan hasil dengan semaksimal 
mungkin agar dapat memuaskan para konsumen. Namun para pelaku usaha 
kadang melakukan kelalaian dalam pengerjaan sehingga merugikan konsumen.  
Dalam praktek perdagangan jasa laundry apabila terjadi klaim dari 
konsumen maka yang berwenang untuk memutuskan adalah pihak pemimpin atau 
pemilik laundry. Jadi dalam hal ini konsumen dapat secara langsung mengajukan 
klaim atau keluhan pada pelaku usaha.   
Bentuk tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha jasa laundry apabila 
konsumen mengalami kerugian adalah memberi kompensasi atau ganti rugi. 
Namun pemberian kompensasi atau ganti rugi tersebut dirasa tidak cukup oleh 
konsumen, karena tidak sebanding dengan harga barang yang telah rusak atau 
cacat. Jika dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab maka pelaku usaha jasa 
laundry tersebut menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsure 
kesalahan, karena pelaku usaha telah memenuhi unsure-unsur kesalahan, prinsip 
tanggung jawab praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab karena beban 
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pembuktian di bebankan kepada konsumen, prinsip tanggung jawab mutlak dan 
prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. 
3
 
Hambatan-hambatan yang dialami pelaku usaha dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya adalah kesulitan pelaku usaha untuk mengganti barang 
konsumen yang mahal, kesulitan dalam mengganti barang yang langka, kesulitan 
untuk mencari barang yang sejenis, dan pelaku usaha tidak mempunyai banyak 
waktu untuk melayani konsumen yang melakukan klaim. 
Namun dalam hal beban pembuktian, pihak pelaku usaha masih 
membebankan pembuktian kepada konsumen. Dalam mengajukan klaim atas 
kerugian yang diderita dan untuk mendapatkan ganti rugi, konsumen harus 
menunjukkan bukti-bukti bahwa telah terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha 
laundry sebagaimana ditentukan oleh pelaku usaha laundry yang bersangkutan. 
Tidak dipenuhinya suatu syarat sebagaimana yang ditetapkan penyelenggara jasa 
laundry maka mengakibatkan semakin kecilnya kemungkinan konsumen 
memperoleh ganti rugi.  
Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi pola tindakan konsumen apabila 
dirugikan oleh pelaku usaha untuk memutuskan apakah mengajukan klaim atau 
tidak. Keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha laundry untuk 
melepaskan diri dari tanggung jawab dengan dalih pengajuan klaim sudah 
melewati batas waktu yang ditentukan pelaku usaha laundry yang bersangkutan. 
 
E. Penutup  
a. Kesimpulan 
1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry atas tindakan 
wanprestasinya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen adalah dengan 
memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen sebagaimana yang 
ditetapkan  
2. Hambatan-hambatan pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung 
jawabnya kepada konsumen yaitu kesulitan pelaku usaha untuk mengganti barang 
konsumen yang mahal, kesulitan dalam mengganti barang yang langka, kesulitan 
                                                          
3
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum. : Jakarta: Sinar Grafika,2008, hlm 92  
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untuk mencari barang yang sejenis, dan pelaku usaha tidak mempunyai banyak 
waktu untuk melayani konsumen yang melakukan klaim. 
 
b. Saran 
1. Bagi pelaku usaha jasa laundry 
Pelaku usaha laundry hendaknya mengetahui tentang adanya Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen ini, karena didalam Undang-Undang ini telah mengatur 
hak-hak dan  kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya. Sehingga 
mereka mengetahui apa saja hak serta kewajiban mereka dalam mengelola 
usahanya 
 
2. Bagi konsumen 
Dengan lemahnya posisi konsumen pengguna jasa laundry hendaknya konsumen 
pengguna jasa laundry lebih bersikap kritis, baik pada masa pra transaksi, pada 
masa transaksi konsumen, maupun pada masa purna transaksi konsumen. 
Terutama pada masa pra transaksi hendaknya konsumen bersikap kritis dan 
mempelajari klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha sebelum melakukan 
transaksi. 
 
3. Bagi Pemerintah 
Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan upaya untuk mensosialisasikan 
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen kepada masyarakat terutama konsumen dan pelaku usaha mengingat 
sebagian besar konsumen dan pelaku usaha menyatakan tidak mengetahui 
keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut.  
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